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Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh pelaksanaan kebijakan
administrasi kesejahteraan rakyat terhadap koordinasi antar satuan kerja perangkat
daerah dalam mewujudkan efektivitas pencapaian program kerja. Metodologi
penelitian yang digunakan adalah metode eksplanasi dengan teknik evaluasi. Lokasi
penelitian adalah di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan instansi vertikal yang terkait dengan tugas-tugas Bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat, serta di 42 kecamatan se-Kabupaten Garut
dengan jumlah responden sebanyak 54 responden. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kebijakan administrasi kesejahteraan rakyat berpengaruh secara positif dan
signifikan terhadap koordinasi antar satuan kerja perangkat daerah dalam
mewujudkan efektivitas pencapaian program kerja. Artikel ini berkesimpulan bahwa
untuk penyelenggaraan kebijakan secara baik dapat dilakukan dengan meningkatkan
koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah sehingga terwujud efektivitas
pencapaian program kerja.
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1. Pendahuluan
Administrasi negara dewasa ini telah mempunyai arti lebih dari sekedar pengertiannya yang
tradisional. Para ahli administrasi negara telah meletakkan fungsi perumusan kebijakan negara
sebagai bagian yang sama pentingnya dengan fungsi pelaksanaan kebijakan negara. Oleh karena
itu bidang kajian yang menjadi perhatian utama dari administrasi negara adalah kebijakan publik
(Iskandar. 2012).White (dalam Iskandar, 2012) mengemukakan bahwa administrasi negara terdiri
dari semua kegiatan untuk mencapai tujuan atau untuk melaksanakan kebijakan publik. Seangkan
pelaksanaan kebijakan publik adalah implementasi atau penerapan suatu kebijakan publik melalui
program, aktifitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem
tertentu (Ramdhani & Ramdhani, 2017).
Salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Garut ada dalam tugas-tugas Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Garut. Bagian Administrasi Kesejahteraan
Rakyat merupakan salah satu bagian yang berada di bawah lingkup Asisten Perekonomian dan
Asisten Perekonomian berada dalam lingkup Sekretariat Daerah.
Jurnal Publik Komalasari
Vol. 11; No. 01; 2017; 22-32
www.jurnal.uniga.ac.id 23
Tugas-tugas Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor
864 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Garut dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut. Dalam
Peraturan Bupati Nomor 864 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Setda Kab.
Garut BAB II Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah adalah
membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut. Dengan demikian maka
tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat adalah penyelenggaraan
koordinasi perangkat daerah lingkup tugas Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
(keagamaan, kemasyarakatan dan kesejahteraan sosial).
Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
menyelenggarakan fungsi:
• Perencanaan, perumusan dan evaluasi kebijakan umum lingkup administrasi kesejahteraan
rakyat yang meliputi keagamaan, kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan;
• Penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan umum lingkup administrasi
kesejahteraan rakyat yang meliputi keagamaan, kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan;
• Penyediaan data, informasi dan pertimbangan dalam sistem pendukung keputusan serta
kebijakan umum lingkup administrasi kesejahteraan rakyat yang meliputi keagamaan,
kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan; dan
• Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi bagian administrasi kesejahteraan rakyat (Peraturan Bupati Nomor 864 Tahun 2014
tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Pasal 26
ayat (2)).
Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara dengan beberapa pihak, penulis menduga bahwa
efektivitas pencapaian program kerja di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat masih belum
optimal, diantaranya diindikasikan oleh menurunnya beberapa capaian kerja dari tahun 2014 ke
tahun 2015, seperti kegiatan peningkatan peran jalinan kerja sama antar umat, ormas Islam dan
Pondok Pesantren di Kabupaten Garut, sosialisasi anugrah inovasi Jawa Barat, Koordinasi dan
fasilitasi program kesejahteraan sosial dan kegiatan koordinasi dan fasilitasi yang berhubungan
dengan kemasyarakatan pencapaiannya terkecil. Hal ini, diakibatkan adanya beberapa hambatan
dalam proses koordinasi di Satuan Kerja Perangkat Daerah, instansi vertikal, dan kecamatan
diantaranya adalah:
• Adanya salah tafsir dalam menanggapi informasi yang diterima dari Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat, idealnya informasi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh
pihak yang berkepentingan sesuai dengan maksud dan harapan pemberi informasi, tetapi
pada kenyataannya terkadang ada salah tafsir dalam menanggapi informasi itu sehingga
program kegiatan yang harusnya berjalan dengan baik sesuai dengan tengat waktu yang
ditetapkan menjadi terhambat dan terlambat penyelesaiannya karena adanya salah tafsir
tersebut
• Kurangnya respon dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan kecamatan, sehingga
pelayanan terhadap masyarakat berkaitan dengan beberapa kebijakan Administrasi
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Kesejahteraan Rakyat belum efektif. Misalnya kecamatan diminta untuk memberikan data
masyarakat miskin sebagai dasar pemberian bantuan jaminan kesehatan harus selesai dalam
waktu sebulan, pada kenyataannya masih ada kecamatan yang terlambat menyampaikan data
masyarakat miskin tersebut sehingga masyarakat miskin terlambat mendapat iuran jaminan
kesehatan tersebut karena menunggu data dari kecamatan yang belum menyampaikan data
yang diminta.
• Pengawasan dan pengendalian pegawai di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat belum
optimal. Terlihat masih adanya pegawai yang kurang disiplin. Dimana masih ada pegawai
padahal datang tepat waktu, ikut apel, tapi kemudian “menghilang” dan baru kembali siang
hari atau pada saat mendekati jam pulang, ada juga pegawai yang belum memaksimalkan
jam kerja ketika jam kerja, sehingga dalam pelayanan dan pelaksanaan kebijakan sering
terhambat,belum sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat.
• Fasilitas di beberapa kecamatan untuk menerima informasi berbagai kebijakan yang dibuat
oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Garut kurang
memadai (misalnya belum ada jaringan internet, tidak mempunyai faximili, faximili rusak),
sehingga berbagai kebijakan tersebut terlambat sampai dan bahkan tidak sampai ke pihak
kecamatan terutama untuk kecamatan yang letaknya jauh. Kelengkapan fasilitas merupakan
suatu keharusan agar berbagai program kerja dapat dilaksanakan dengan baik namun di
beberapa kecamatan masih belum mempunyai fasilitas yang dibutuhkan, akibatnya
pelaksanaan tugas menjadi terhambat
• Pemanfaatan teknologi belum membudaya, hal ini terlihat dari kurangnya kemampuan
pegawai di beberapa kecamatan di Kabupaten Garut dalam menggunakan teknologi
komputer dan pemanfaatan jaringan internet untuk keperluan pekerjaannya. Di zaman
kemajuan teknologi seperti sekarang ini seharusnya sistem teknologi informasi sudah dapat
dimanfaatkan secara optimal untuk membantu pelaksanaan tugas, tetapi pada kenyataannya
masih ada pegawai yang belum mengusai teknologi tersebut sehingga keberadaan teknologi
tersebut belum dapat dioptimalkan manfaatnya untuk membantu kelancaran pelaksanaan
tugas
Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk
melakukan penelitian tentang hal tersebut dengan judul: “Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan
terhadap Koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Mewujudkan Efektivitas
Pencapaian Program Kerja”.
2. Metodologi
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanasi dengan teknik
evaluasi. Metode penelitian eksplanasi merupakan metode untuk mencari keterangan atau
penjelasan dengan tujuan menjelaskan hubungan kausalitas atau sebab akibat antara lain dari dua
variabel berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang ada dan berusaha untuk mencari variabel
penyebabnya. Metode eksplanasi yaitu suatu teknik penelitian untuk menguji hasil dan dampak
dari suatu kegiatan atau tindakan terhadap objek atau lingkungannya.
Untuk melihat kondisi objektif ada objek penelitian. Peneliti menetapkan operasionalisasi
variabel penelitian, yang disusun untuk memudahkan langkah-langkah dalam menjaring dan
mengumpulkan data yang diperoleh dari responden sesuai dengan teori-teori, konsep-konsep,
proposisi-proposisi, dan asumsi-asumsi dari variabel-variabel penelitian penelitian yang
ditetapkan (Ramdhani, et. al. (2014); Ramdhani, & Ramdhani 2014). Adapun operasionalisasi
variabel penelitian disajikan pada Tabel 1.
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Tabel 1. Operasionalisasi Variabel













2. Sumber Daya 1. Manusia
2. Mental
3. Keuangan
4. Sarana dan prasarana
3. Disposisi/ Sikap 1. Kemampuan
2. Ketaatan










1. Kegiatan 1. Sasaran
2. Integrasi
2. Pelaksanaan Program 1. Kerjasama
2. Keserasian
3. Human Relations 1. Efektivitas  komunikasi
2. Forum konsultasi
3. Hambatan komunikasi






1. Kebijakan Dasar 1. Rencana
2. Tujuan jangka  panjang, tujuan
jangka  menengah, dan tujuan
jangka pendek
2. Kejelasan Strategi 1. Perumusan strategi
2. Pelaksanaan strategi
3. Evaluasi terhadap  strategi
3. Pengorganisasian
sumber daya  organisasi
1. Sumber daya manusia
2. Teknologi informasi
3. Sarana dan prasarana
4. Pelaksanaan  kegiatan 1. Pengelompokkan kegiatan-
kegiatan
2. Pendelegasian  Wewenang
3. Pengawasan  (controlling)
5. Hasil 1. Terlaksananya  program kerja
2. Kepuasan masyarakat
Responden penelitian adalah kepala seksi yang menangani urusan keagamaan, kesejahteraan
sosial, dan kemasyarakatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sebanyak 7 Satuan Kerja
Perangkat Daerah yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA),
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Dinsosnakertrans), Badan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Lingkungan Hidup,
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Kebersihan dan Pertamanan (Dinas LHKP) dan Instansi Vertikal yang terkait dengan pelaksanaan
tugas-tugas Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat sejumlah 5 instansi yaitu Kementerian
Agama/ Kemenag Kantor Kabupaten Garut, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Penyelenggarana
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Palang Merah Indonesia (PMI) dan Badan Narkotika Nasional
(BNN) Kabupaten Garut serta Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat di 42 kecamatan se-Kabupaten
Garut dengan jumlah responden sebanyak 54 SKPD.
3 Hasil dan Pembahasan
Penelitian ini menguji fakta empiris tentang pengaruh pelaksanaan kebijakan administrasi
kesejahteraan rakyat terhadap koordinasi antar satuan kerja perangkat daerah dalam mewujudkan
efektivitas pencapaian program kerja. Paradigma penelitian yang dianalisis disajikan pada
Gambar 1.
Gambar 1. Paradigma Penelitian
3.1 Hasil
Hasil penelitian menyajikan hasil perhitungan statistika, yang dapat dijelaskan dalam bentuk
tabel, sebagaimana tersaji pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil Analisa Statistika









0,8135 28,77 5,00 0,6618 Signifikan





antar Satuan Kerja Perangkat
Daerah
0,6117 5,58 2,01 0,3742 Signifikan
Jurnal Publik Komalasari





0,6283 31,41 2,01 0,4945 Signifikan
Pengaruh Koordinasi antar
Satuan Kerja Perangkat Daerah
dalam Mewujudkan Efektivitas
Pencapaian Program Kerja
0,2597 13,36 2,01 0,1673 Signifikan
3.2 Pembahasan
3.2.1 Pengujian Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Kesejahteraan Rakyat
terhadap Koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Mewujudkan
Efektivitas Pencapaian Program Kerja
Besarnya pengaruh pelaksanaan kebijakan administrasi kesejahteraan rakyat berpengaruh nyata
terhadap koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan efektivitas
pencapaian program kerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dilihat dari koefisien
determinasi (R2YZX) sebesar 0,6618 sedangkan sisanya 33,83% dipengaruhi oleh variabel lain
yang tidak diteliti. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pengaruh total pelaksanaan kebijakan
administrasi kesejahteraan rakyat (X) terhadap koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Y) dalam mewujudkan efektivitas pencapaian program kerja Adiministrasi Kesejahteraan
Rakyat (Z) sebesar 0,6618. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa faktor komunikasi,
sumberdaya, disposisi atau sikap, struktur birokrasi, menentukan koordinasi antar Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang pada akhirnya akan berdampak pada efektivitas pencapaian program kerja
Bagian Admnistrasi Kesejahteraan Rakyat.  Komunikasi pada prinsipnyamenemukan konsensus
untuk menyelesaikan masalah sehinga terjadi win-win solution (Ramdhani dan Suryadi, 2005).
Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bagian Adkesra diketahui bahwa dalam melaksanakan
kebijakan administrasi kesejahteraan rakyat, para pegawai Bagian Administrasi Kesejahteraan
Rakyat telah melakukan komunikasi baik lisan maupun tulisan, komunikasi lisan dilakukan
dengan menggunakan saluran telpon sedangkan komunikasi tulisan melalui surat edaran,
undangan, email, faximili, dan radiogram.  Penggunaan teknologi merupakan hal yang membantu
dalam komunikasi antar bagian (Tsabit, et. al., 2012).
Berdasarkan pengamatan di lapangan, ditinjau dari sisi sumber daya, para pegawai di Bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat sudah mempunyai rasa memiliki organisasi, hal ini
menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sehingga para
pegawai akan selalu berusaha melaksanakan tugasnya dengan baik yang pada gilirannya program
kerja akan tercapai, demikian juga dengan penggunaan sumber daya (sarana prasarana, peralatan)
sudah digunakan dengan baik oleh pegawai Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat sehingga
dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya. Dari aspek disposisi atau sikap, diketahui
bahwa para pegawai Bagian Administrasi selalu taat dalam melaksanakan tugas yang diberikan
kepadanya. Hal ini tidak terlepas dari peranan pimpinan yang telah melakukan pembinaan baik
secara resmi maupun tidak resmi. Pembinaan yang dilakukan secara resmi dengan pelaksanaan
briefing staf dan secara tidak resmi dilakukan melalui obrolan-obrolan pada saat ada waktu luang.
Selanjutnya dari sisi struktur birokrasi, pelaksanaan kebijakan administrasi kesejahteraan rakyat
dilaksanakan berdasarkan struktur organisasi pemerintah daerah dimana Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat sebagian besar tugasnya adalah memberikan pelayanan secara tidak
langsung kepada masyarakat sebagai koordinator dan fasilitator di bidang keagamaan, sosial, dan
kemasyarakatan.
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Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas pencapaian program kerja ternyata
tidak hanya dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan administrasi kesejahteraan rakyat namun
juga dipengaruhi oleh koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dimana koordinasi dapat
dilaksanakan jika kegiatan dan program yang akan dilaksanakan mempunyai arah sasaran yang
sama, adanya kerjasama, terjadi komunikasi yang efektif, dan dapat diatasinya hambatan-
hambatan komunikasi dalam human relations. Dalam hal ini Bagian Administrasi Kesejahteraan
Rakyat telah melakukan sosialisasi dalam bentuk rapat kerja, pelatihan, dan work shop dengan
instansi terkait guna menyamakan persepsi sehingga komunikasi yang dilakukan berjalan efektif
dan hambatan-hambatan komunikasi dapat diatasi/ dihindari.
Selain faktor pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, variabel efektivitas pencapaian program
kerja juga dipengaruhi faktor lain (epsilon). Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh faktor
lain yang tidak diteliti sebesar 33,82%. Epsilon yang diduga turut mempengaruhi efektivitas
pencapaian program kerja adalah perilaku manusia dalam organisasi seperti model yang
dikembangkan oleh Steers untuk menilai efektivitas suatu organisasi yang mencakup tiga sudut
pandang. Unsur dimensi pertama ialah optimasi tujuan yang akan dicapai, yaitu bila beberapa
bagian dari tujuan itu mendapat perhatian dan alokasi dan daya yang lebih besar. Yang kedua
ialah yang berkaitan dengan interaksi antara organisasi dengan keadaan sekeliling. Yang ketiga
ialah penekanan pada aspek perilaku yang lebih memusatkan perhatian pada pentingnya peranan
perilaku manusia dalam proses pencapaian tujuan organisasi dan dalam efektivitas suatu
organisasi (Indrawijaya, 2014). Menurut pandangan peneliti, efektivitas pencapaian program
kerja merupakan bagian dari efektivitas organisasi. Organisasi yang efektif akan dapat mencapai
program kerjanya secara efektif. Mengulas sedikit tentang teori yang dikemukakan Steers di atas,
pada dimensi pertama, optimasi tujuan berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan karena dalam
kebijakan tersebut tertuang tujuan ditetapkannya kebijakan, dimensi kedua yaitu interaksi
organisasi dengan keadaan sekeliling jelas berkaitan erat dengan koordinasi. Sedangkan dimensi
yang ketiga aspek perilaku merupakan aspek yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selain itu
iklim organisasi, faktor lingkungan, perkembangan keadaan ekonomi dan sistem nilai dalam
masyarakat diduga juga turut berperan dalam efektivitas pencapaian program kerja, seperti yang
dikemukakan Wirawan (2008) : “Iklim ogranisasi memengaruhi produktivitas anggota dan
selanjutnya memengaruhi efektivitas dan efisiensi organisasi. Senada dengan hal tersebut,
Indrawijaya (2014) mengatakan : “selanjutnya faktor lingkungan juga mempengaruhi efektivitas
organisasi, begitu pula keadaan politik, perkembangan keadaan ekonomi, sistem nilai masyarakat
terhadap prestasi seseorang dan prestasi organisasi.
3.2.2 Pengujian Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Kesejahteraan Rakyat
terhadap Koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pelaksanaan kebijakan akan dapat berjalan dengan baik jika dilakukan koordinasi dengan pihak
terkait. Besarnya pengaruh pelaksanaan kebijakan terhadap koordinasi antar Satuan Kerja
Perangkat Daerah sebesar 37%, sedangkan sisanya sebesar 63% dipengaruhi oleh variabel lain
diluar variabel koordinasi yang tidak dimasukan ke dalam model (epsilon). Epsilon ini cukup
besar. Dari hasil wawancara dengan Kepala Bagian Adkesra diketahui bahwa para pegawai di
Bagian Adkesra sudah melakukan koordinasi yang diperlukan agar pelaksanaan kebijakan dapat
berjalan dengan baik tetapi hasil penelitian menunjukkan variabel koordinasi bukanlah satu-
satunya variabel yang menjamin dapat berjalannya pelaksanaan kebijakan.
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Berdasarkan pengamatan di lapangan, varibel lain (epsilon) yang diduga turut mempengaruhi
koordinasi adalah kepemimpinan dan adanya berbagai kepentingan seperti janji dan komitmen
kepala daerah untuk membangun daerahnya. Handayaningrat (1990) menyebutkan
kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi yang baik sebab pemimpin berperan sebagai
koordinator. Selanjutnya Iskandar (2016) mengatakan proses implementasi kebijakan tidak hanya
menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan
program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut
jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung maupun tidak langsung
dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat (stake holders), dan yang pada
akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan (intended) maupun yang tidak
diharapkan (spillover/negative effects).
3.2.3 Pengujian Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Kesejahteraan Rakyat
terhadap Efektivitas Pencapaian Program Kerja
Dari pengujian diketahui bahwa pengaruh variabel pelaksanaan kebijakan terhadap variabel
efektivitas pencapaian program kerja menunjukkan pengaruh yang rendah yaitu sebesar 49,45%
dan sisanya sebesar 50,55% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti (epsilon). Dari hasil
wawancara dengan Kepala Bagian Adkesra diperoleh informasi bahwa secara umum staf
pelaksana di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat sudah melaksanakan tugasnya dengan
baik meskipun masih ada beberapa pegawai yang perilaku kerjanya belum sesuai dengan tuntutan
organisasi. Misalnya masuk kerja sering kesiangan, sering tidak ada di tempat pada saat
dibutuhkan, banyak melakukan kesalahan pada saat bekerja, tidak jeli dan kurang cermat pada
saat membuat naskah dinas sehingga pada saat sampai ke tangan pimpinan terdapat kesalahan
dalam naskah dinas tersebut.
Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, rendahnya pengaruh variabel pelaksanaan kebijakan
terhadap variabel efektivitas pencapaian program kerja tersebut diduga terjadi dikarenakan
walaupun kebijakan telah dilaksanakan secara optimal dan koordinasi telah dilaksanakan dengan
baik, namun ada faktor lain yang berpengaruh terhadap efektifitas pencapaian program kerja.
Berdasarkan penelitian, variabel lain yang diduga mempengaruhi efektivitas pencapaian program
kerja adalah penerapan reward dan punishment. Penerapan reward dan punishment kurang tegas
dan konsisten untuk pegawai yang berkinerja baik dan kurang baik, diduga menyebabkan
kurangnya motivasi untuk mencapai efektivitas program kerja. Motif merupakan dorongan utama
seseorang melakukan suatu aktivitas. Iskandar (2016) mengemukakan bahwa pimpinan organisasi
harus dapat memelihara dan meningkatkan motivasi anggota-anggota organisasi untuk tetap
berada dalam organisasi, untuk menciptakan hubungan baik dan serasi dengan semua anggota
organisasi untuk melaksanakan berbagai aktivitas organisasi serta untuk selalu berperilaku yang
sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan organisasi. Jika anggota organisasi itu
memiliki motivasi yang tinggi terhadap hal-hal di atas, maka organisasi itu akan berjalan dengan
efektif.
3.2.4 Pengujian Pengaruh Koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam
Mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Kerja
Dari hasil pengujian diketahui pengaruh koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap
Efektivitas Pencapaian Program Kerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat sebesar 0,1673
atau sebesar 16,73% dan sisanya 83,27% tidak dimasukkan ke dalam model. Kepala Bagian
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Adkesra dalam wawancara dengan peneliti menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan koordinasi
masih ada SKPD yang kurang kooperatif terhadap pelaksanaan kebijakan administrasi
kesejahteraan rakyat yang berdampak pula pada pencapaian program kerja Bagian Adkesra.
Berdasarkan penelitian, variabel lain (epsilon) yang diduga mempengaruhi efektivitas pencapaian
program kerja adalah adanya keeratan hubungan di antara sesama pegawai Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat dan dengan para pegawai instansi lain yang terkait. Duncan (dalam
Indrawijaya, 2014) mengatakan bahwa keeratan hubungan merupakan kekuatan suatu kelompok
untuk berpikir dan bertindak sebagai suatu kesatuan untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu,
adanya kebutuhan manusia untuk mengaktualisasikan dirinya di dalam organisasi turut pula
berperan dalam efektivitas pencapaian program kerja. Sesuai dengan Teori Y yang dikemukakan
oleh McGregor (dalam Indrawijaya, 2014) yang menyatakan bahwa manusia tidak selalu tidak
senang bekerja; pengawasan dari orang lain dan pemberian hukuman bukanlah satu-satunya jalan
untuk membuat manusia bekerja keras dalam mencapai tujuan; manusia dapat lebih digerakkan
dengan memenuhi urutan kebutuhan mereka, yaitu kebutuhan untuk berprestasi, penghargaan,
dan menampilkan karya mereka yang terbaik; rata-rata manusia senang belajar, dalam keadaan
tertentu, tidak saja menerima tanggung jawab tetapi juga mencarinya; kemampuan untuk
memiliki tingkat imajinasi yang tinggi, kecerdasan dan kreativitas dalam memecahkan persoalan
organisasi sesungguhnya tersebar pada setiap anggota organisasi dan tidak hanya terbatas pada
orang-orang tertentu.
4 Kesimpulan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan administrasi kesejahteraan rakyat berpengaruh
secara positif dan signifikan terhadap koordinasi antar satuan kerja perangkat daerah dalam
mewujudkan efektivitas pencapaian program kerja.
Variabel pelaksanaan kebijakan administrasi kesejahteraan rakyat yang belum optimal terkait
masih adanya pegawai yang belum mengerti dan memahami kebijakan administrasi kesejahteraan
rakyat sebagai pemberi informasi, masih adanya pegawai yang menjalankan kebijakan
administrasi kesejahteraan rakyat tidak sesuai dengan yang disosialisasikan/ arahan pimpinan,
masih adanya pegawai yang kompetensinya tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan
organisasi, belum lengkapnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat dan masih adanya petunjuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat belum lengkap, jelas dan mudah dipahami, maka disarankan
agar dilakukan sosialisasi yang lebih efektif terkait pelaksanaan kebijakan administrasi
kesejahteraan rakyat kepada pegawai dan menanamkan rasa memiliki kepada para pegawai,
karena fakta di lapangan sarana prasarana kerja sebenarnya sudah cukup memadai, yang kurang
adalah sarana penunjang lainnya seperti musola, pantry dan toilet yang harus dipelihara sehingga
menciptakan suasana nyaman saat bekerja.
Koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu terkait pemantauan terhadap koordinasi
dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan adanya instansi yang kurang respon terhadap
koordinasi yang dilakukan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat maka hendaknya
unsur pimpinan di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat melakukan pemantauan yang lebih
optimal dengan check and recheck kepada pimpinan di bawahnya ataupun langsung kepada
pegawai (staf). Sedangkan agar instansi terkait lebih respon terhadap koordinasi yang
dilaksanakan maka bisa melakukan pendekatan interpersonal.
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Efektivitas pencapaian program kerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat yaitu mengenai
tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah dan tujuan jangka panjang Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat yang belum diketahui semua instansi terkait, maka disarankan untuk
melakukan sosialisasi yang lebih intensif, hal ini bisa dilakukan dengan menyelipkan bahasan
tujuan jangka menengah dan tujuan jangka panjang Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
pada suatu acara/ rapat.
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